





















































19

(3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi persyaratan :

a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman
kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman
kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata 3 (S3) dengan pengalaman
kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai bidang pemerintahan; dan

c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

(4) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu dengan
staf fraksi yang ditetapkan maksimal 3 (tiga) orang dengan
mempertimbangkan jumlah anggota fraksi dengan perincian sebagai berikut :
a. jumlah anggota fraksi lebih kecil atau sama dengan 4 (empat), 1 (satu)

orang;

b. jumlah anggota fraksi antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan), 2 (dua)
orang;

c. jumlah anggota fraksi lebih besar atau sama dengan 9 (sembilan), 3 (tiga)
orang;

d. besaran kompensasi bagi staf fraksi adalah sesuai Upah Minimum
Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sebesar Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan
puluh ribu rupiah).

(5) Tenaga ahli fraksi dan staf fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan

(3), diusulkan oleh masing-masing fraksi.

(6) Tenaga ahli fraksi dan staf fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan

(3) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

(7) Pengadaan tenaga ahli fraksi dan staf fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 28

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya perjalanan dinas
dalam kunjungan Kkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib
memberikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Pimpinan DPRD.

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan
pada Sekretariat DPRD.

(3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris
DPRD berwenang untuk menangguhkan atau tidak menyetujui pembayaran.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya
Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

\J

L
H. SUGIANTO
Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

o

H. IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR1




